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- BUPATI PESISIR SELATAN
. PROVINSI SUMATERA BARAT

 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 2e¢/Kpts/BPT-PS /2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI

KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa masa jabatan Penjabat Wali Nagari Koto Berapak
Kecamatan Bayang berakhir pada tanggal 13 Maret 2021 dan
untuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan tidak terjadinya
kekosongan kepemimpinan dan kevakuman tugas-tugas
Pemerintahan' Nagari, perlu memperpanjang masa jabatan
Penjabat Wali Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi
kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan
Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Walj
Nagari‘yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

ba;_h’waff%f berdasarkan surat Camat Bayang Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor: 140/26/CBY-PS/2021 tanggal 8 Maret 2021
perihal. Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Walj
Nagari Koto Berapak, perlu ditetapkan Perpanjangan Masa
Jabatan Penjabat Wali Nagari Koto Berapak dengan Keputusan
Bupati;

béh]wé?berd’?séfkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf, a, Huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Bupatj.| Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan
P\enj'abgt Wdli;Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang;

Gk B
d n-Un;cia‘ng Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

h;Otanom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
C1e :g__;_gah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 125) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
ntahg® Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia
Normo 127Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kﬁpﬁpaté}r;d& ‘Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
”gah‘( Jémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
0 J.O’l-Undang—Undang Nomor 358 Tahun 1958 tentang
dpan’ Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957
itang . Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang . Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah
éSz'eb‘a'ig'ai}-:Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indgnesia Nomor 1643)
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemcrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601); '

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peruybahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari;

Pell‘sgiitlyifran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

Peif’gturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pe ) an Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,
,::}_Jtl_'g"a';imana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
qu”tl Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman
’I\‘]? s Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Péif‘aﬁﬂi’_an Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang

St

Badan

Permusyawaratan Nagari;
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MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Yesi Reswita,
S.[.LP Nip.19770107 200906 2 001 Jabatan Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan pada Kantor Camat Bayang sebagai
Penjabat Wali Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang.

Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Dikitum
KESATU dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan sampai
tanggal 13 September 2021.

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyeal tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pemilihan Wali
Nagari definitif disamping tugas-tugas Umum Pemerintahan Nagari.

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Koto
Berapak Kecamatan Buayang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlakut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.di-Painan

Pada tangeaifitbMaret 2021
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JISIR SELATAN,
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